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ABSTRACT
Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah â€œPenganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.â€•Dasar hukum inilah yang dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat
dakwaannya dengan bentuk dakwaan tunggal. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa telah
memenuhi unsur dalam Pasal 356 angka 2e yang berbunyi : â€œHukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355
dapat ditambah dengan sepertiganya : 2e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia
menjalankan pekerjaan yang sah.â€•
Penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh penuntut umum dan hakim tidak tepat
sehingga prinsip keadilan dalam pemidanaan tidak tercapai.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder
yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari putusan Pengadilan Negeri
Kabanjahe Nomor: 438/Pid/B/2012/PN.KBJ atas putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana penganiayaan. Metode
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan dan literatur-literatur hukum. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum tidak cermat dalam melihat unsur-unsur dari perbuatan terdakwa merujuk ke
Pasal 356 angka 2e yang merupakan penganiayaan dengan pemberatan karena korbannya merupakan kepala desa yang merupakan
bagian dari pegawai negeri. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hakim tidak cermat dalam melihat fakta-fakta
persidangan sehingga menerapkan pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa.
Disarankan kepada penuntut umum dan hakim agar menerapkan dasar hukum yang tepat dalam membuktikan kesalahan para
terdakwa dan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang
agar terwujud kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
